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ABSTRAK

Yasmin Zahro Muna. 2025. Socio Legal Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 7
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum
Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan hukum dalam Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, serta mengetahui akibat
hukum apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan secara optimal. Metode penelitian ini
bersifat yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Kota Pekalongan
sebagai daerah padat penduduk menghadapi persoalan serius terkait pengelolaan sampah,
ditandai dengan tingginya volume sampah harian, menurunnya kualitas lingkungan, dan
kurangnya keterlibatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal
dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan observasi lapangan dan data wawancara. Perda
No. 7 Tahun 2020 secara substansial telah mencakup prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle),
kewajiban pelaku usaha dan masyarakat, serta penguatan kelembagaan dan partisipasi
publik. Dalam aspek penegakan hukum, perda ini juga telah dilengkapi sanksi administratif
seperti paksaan pemerintah, denda, dan pencabutan izin. Namun dalam pelaksanaannya,
masih ditemukan banyak kendala, termasuk penumpukan sampah di TPA Degayu,
lemahnya pengawasan, dan tidak adanya pengelolaan rutin yang berdampak negatif pada
lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Akibat hukum dari pelanggaran terhadap perda
ini antara lain hilangnya kepastian hukum, munculnya ketidakadilan dalam tata kelola
anggaran, serta menurunnya kemanfaatan hukum yang berdampak pada kerusakan
lingkungan dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan sampah
memerlukan komitmen jangka panjang dari pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat,
serta evaluasi kebijakan yang berkelanjutan agar tujuan pengelolaan sampah yang efektif
dapat tercapai.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah,Akibat Hukum, Kota Pekalongan.
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ABSTRACK

This research aims to explain the legal provisions in Pekalongan City Regional Regulation
Number 7 of 2020 concerning Waste Management, as well as to find out the legal
consequences if these provisions are not implemented optimally. This research method is
empirical juridical using a sociological approach. Pekalongan City as a densely populated
area faces serious problems related to waste management, characterized by the high
volume of daily waste, declining environmental quality, and lack of community involvement.
This study uses a non-doctrinal method with a qualitative approach, based on field
observations and interview data. Regional Regulation No. 7 of 2020 has substantially
included the 3R (Reduce, Reuse, Recycle) principles, the obligations of business actors and
the community, as well as institutional strengthening and public participation. In terms of
law enforcement, this regional regulation has also been equipped with administrative
sanctions such as government coercion, fines, and revocation of permits. However, in its
implementation, many obstacles are still found, including the accumulation of waste at the
Degayu Land(fill, weak supervision, and the absence of routine management that negatively
impacts the environment and community comfort. The legal consequences of violations of
this regional regulation include the loss of legal certainty, the emergence of injustice in
budget governance, and the decline in the usefulness of the law which has an impact on
environmental damage and potential social conflicts. Therefore, successful waste
management requires long-term commitment from local governments, active community
participation, and sustainable policy evaluation so that effective waste management goals
can be achieved.

Keywords: Waste Management, Legal Consequences, Pekalongan City.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang cukup sensitif terhadap isu
pengelolaan sampah di Indonesia. Pemerintah Kota Pekalongan telah mengeluarkan
peraturan untuk pengelolaan sampah, khususnya Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Sampah di Kota Pekalongan. Daerah yang sangat padat penduduknya, seperti Kota
Pekalongan di Indonesia, rentan terhadap sejumlah masalah karena pembuangan
sampah yang sembarangan dan kurangnya pengetahuan. Pengelolaan Sampah
“Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2016 (Pasal 44, Ayat
1-3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Pemerintah Daerah”
memiliki wewenang untuk menghukum mereka yang melanggar peraturan pengelolaan
sampah sebagai bagian dari organisasi pengelolaan sampah:!

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. paksaan pemerintahan;

b. denda administratif; dan/atau

c. pencabutan izin.

Sampah menumpuk karena pengiriman 10 ton per hari. Oleh karena itu, saat ini ada
tiga tingkatan operasi untuk alat pengangkutan yang digunakan.’ Permasalahan
lingkungan di Kota Pekalongan saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-
hari dan sepertinya tidak akan pernah selesai. Dari sudut pandang sosiologis, sampah
dapat menyebabkan berkurangnya ketentraman masyarakat. Karena membuang sampah

sembarangan dapat menyebabkan polusi, yang pada gilirannya membuat lingkungan

menjadi tidak layak huni karena bertambah kotor, bau, dan tidak nyaman. *

!'Siti Nurhidayah, “Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah,” Sell Journal 5, No. 1

(2020): 55.
2 Luthfi Hanafi, “Sampah Di Tpa Degayu Pekalongan Menggunung, Perlu Komitmen Pilah Sampah,” No.
Sampah Perkotaan (2023), Https://Radarsemarang.Jawapos.Com/Pekalongan/723310860/Sampah-Di-Tpa-
Degayu-Pekalongan-Menggunung-Perlu-Komitmen-Pilah-Sampah.
3 Rohani Budi Prihatin, “Pengelolaan Sampah Di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus Di Kota Cirebon Dan
Kota Surakarta,” Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 11, No. 1 (2020): 1-16,
Https://Doi.0Org/10.46807/Aspirasi.V11i1.1505.



Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan
merupakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap pertumbuhan sampah.
Banyaknya kasus penumpukan sampah setelah hari libur nasional menjadi buktinya.
TPA Degayu telah menjadi sorotan Pemerintah Kota Pekalongan, yang telah mengambil
tindakan untuk mengatasi krisis sampah. Area yang dapat digunakan untuk menyimpan
gunungan sampah telah habis, sehingga upaya ini belum berhasil. Terakhir, lokasi baru
untuk penyimpanan sampah perlu dikembangkan oleh negara. TPA Degayu, yang
dibangun pada tahun 1994 di atas lahan seluas 5,8 hektar, saat ini sudah penuh sesak,
menurut Joko Purnomo, ketua Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.* Tempat
pengolahan sampah telah didirikan di seluruh Pekalongan sebagai bagian dari inisiatif
Dinas Lingkungan Hidup. Selain upaya pemerintah daerah, warga Pekalongan juga
diminta untuk memisahkan sampah mereka sebelum dibuang ke tempat sampah.
Pemilahan sampah kaleng dan barang-barang rumah tangga lainnya merupakan strategi
pengelolaan sampah yang efektif untuk mengurangi produksi sampah secara
keseluruhan.

Kebijakan pemerintah kota Pekalongan juga berkontribusi terhadap masalah ini,
karena mereka gagal memenuhi tanggung jawab mereka secara maksimal sesuai dengan
peraturan daerah kota Pekalongan. Kebijakan yang telah diberlakukan adalah dengan
memantau lokasi TPA yang dulunya menggunakan sistem terbuka, namun sekarang
ditutup setiap enam bulan sekali selama dua puluh tahun. Namun berdasarkan tempat
pembuangan sampah terakhir di wilayah Degayu, Kota Pekalongan, sampah di sana
sudah overload dan menumpuk seperti tidak ada evaluasi dan pengelolaan sampah
secara rutin, sehingga lingkungan menjadi kotor dan tidak sedap dipandang mata..

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai permasalahan pengelolaan sampah di Kota
Pekalongan. Penulis akan melakukan penelitian dengan Judul “ Socio Legal Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan maka penulis dalam

penelitian in1 merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota

4 Hanafi, “Sampah Di Tpa Degayu Pekalongan Menggunung, Perlu Komitmen Pilah Sampah.”



Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah?

2. Bagaimana akibat hukum dalam pengelolaan sampah di kota pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor 7 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah

2. Mengetahui akibat hukum dalam pengelolaan sampah di kota pekalongan

D. Manfaat Kegunaan

Kelebihan penelitian ini adalah:
1. Keunggulan Teoritis
Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik
dengan topik Socio Legal Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Pengelolaan Sampah. Isu ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para
peneliti dan akademisi yang tertarik dengan isu peran pemerintah dalam
menetapkan hukum tentang banyjir.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi
pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan hukum untuk mengatasi
permasalahan banjir yang disebabkan oleh pembangunan yang sedang berlangsung

di Kota Pekalongan.

E. Kerangka Teori

Hukum lingkungan adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk menjaga dan
mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud
tidak hanya terbatas pada alam seperti udara, air, tanah, tumbuhan, dan hewan, tetapi
juga mencakup bagaimana manusia berperilaku terhadap lingkungan tersebut. Tujuan
utama dari hukum ini adalah memastikan bahwa setiap aktivitas manusia tidak merusak
atau mengancam keberlangsungan hidup makhluk lain dan ekosistem secara
keseluruhan.

Hukum Lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan

lingkungan atau hukum yang mengatur,memelihara dan melindungi lingkungan di



sekitar manusia. > Hukum lingkungan merupakan cabang hukum yang memiliki
karakteristik khusus. Drupsteen menyebutnya sebagai hukum fungsional karena
mencakup berbagai unsur, seperti hukum administrasi, pidana, dan perdata.

Teori ini menjadi dasar bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan
sampah, harus dilandasi regulasi hukum yang adil, mengikat, dan melibatkan semua
elemen masyarakat. Dalam konteks pengelolaan sampah, teori hukum lingkungan
menekankan bahwa sampah sebagai sumber pencemaran harus diatur dalam kerangka
hukum untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Salah satu
bentuk nyata penerapan teori hukum lingkungan adalah melalui TPST 3R berbasis
masyarakat, yang mencerminkan penerapan prinsip partisipatif dengan melibatkan
masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan sampah.

Teori hukum lingkungan menjadi landasan normatif dan praktis dalam pengelolaan
sampah. Melalui penguatan regulasi, kesadaran masyarakat, dan dukungan pemerintah,
pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti TPST 3R dapat menjadi sarana nyata

untuk menerapkan prinsip hukum lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

F. Penelitian Relevan

No. Judul Hasil Persamaan dan Perbedaan
Pembahasan
1. Pengelolaan Program TPST | e Persamaan:
Sampah 3R Berbasis Antara penelitian milik Putri
Domestik Masyarakat  di dan saya, sama sama
Berbasis TPST membahas pengelolaan
Masyarakat Di Mulyoagung sampah yang baik dan sehat
Kabupaten Bersatu telah | o Perbedaan:
Malang (Putri berjalan  sesuai Penelitian  milik  Putri
Martiandari,2018) | prosedur dan Martiandari membahas
menunjukkan Bagaimana  implementasi
hasil yang cukup PP No. 81 Tahun 2012
baik, meskipun mengenai Program
masih Pengelolaan Sampah 3R

5 Rudolf Valentino Saragih And Nelson Simanjuntak, “Jurnal Hukum Tora: Hukum Untuk Mengatur Dan
Melindungi Masyarakat” 7, No. 2 (2021): 306—24, Https://D0i.Org/10.33541/Tora.V12i3.1295.



menghadapi
beberapa
kendala.
Dukungan sarana
dan  komitmen
pegawai menjadi
faktor
keberhasilan,
sementara
kendala utama
meliputi  biaya
operasional yang
tinggi, rendahnya
partisipasi
masyarakat
dalam
menyampaikan
aspirasi,
kurangnya
kesadaran
petugas soal
kesehatan, dan
kondisi sampah
rumah  tangga
yang masih
tercampur
sehingga
menyulitkan
proses

pemilahan.

“Reduce,Reuse,Recycle”

Berbasis Masyarakat di
Desa Mulyoagung
Kecamatan Dau Kabupaten
Malang dan Apa saja faktor
pendukung dan penghambat
dalam implementasi PP No.
81 Tahun 2012 mengenai
Program

Sampah 3R

Pengelolaan

“Reduce,Reuse,Recycle”

Berbasis Masyarakat di
Desa Mulyoagung
Kecamatan Dau Kabupaten
Malang. Sedangkan
penelitian saya membahas
bagaimana ketentuan Perda
pengelolaan sampah di Kota
Pekalongan serta akibat

hukum dari pengelolaan

sampah tersebut.

Kebijakan
Lingkungan

Dalam penelitian

Fadlul Hafidz,

e Persamaan: Sama —

sama Mebahas Mengenai




Hidup Dalam
Pengelolaan
Sampah Di
Kabupaten
Selatan (Fadlul
Hafidz,2022)

dijelaskan bahwa
berdasarkan
pada Undang-
Undang Nomor
32 Tahun 2009
perihal
Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup, Pasal 1
ayat 1,
lingkungan
hidup
didefinisikan
sebagai ruang
yang
menyatukan
segala kekuatan,
kondisi, makhluk
hidup, dan objek,
termasuk di
dalamnya
manusia serta
tindakannya.
Definisi ini
mencakup
pengaruh
terhadap alam,
kelangsungan
penghidupan,
serta

kemakmuran

isi yang ada di dalam
Undang — Undang
Nomor 32 Tahun 2009
perihal Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Perbedaan:

Penelitian milik Fadlul
Hafidz membahas
mengenai Apa saja
kebijakan pemerintah
Kabupaten Aceh Selatan
dalam manajemen
lingkungan hidup yang
higienis dan kondisi
baik, juga Apa saja
hambatan dan tantangan
yang dialami pemerintah
Kabupaten Aceh Selatan
dalam melakukan
manajemen lingkungan
hidup yang bersih dan
prima.

Sedangkan Penelitian
saya akan membahas
mengenai bagaimana
sampah yang dikelola
dalam perspektif
pembangunan
berkelanjutan yang
selaras pada Undang —

Undang Nomor 32 tahun




manusia dan
makhluk hidup
lainnya.

Hasil penelitian
beliau mencakup
analisis
mengenai
Kebijakan
Pemerintah
Kabupaten Aceh
Selatan dalam
pengelolaan
lingkungan
hidup yang
bersih dan sehat,
serta program

dan kegiatan

2009 perihal
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

terkait

pengelolaan

sampabh.
Partisipasi Penulis ¢ Persamaan: Sama-sama
Masyarakat menyimpulkan membahas mengenai
Dalam bahwa Pengelolaan Sampabh,
Pengelolaan partisipasi membahas teori
Sampah Di masyarakat pada Pembangunan
Lingkungan hal pengelolaan Berkelanjutan dan jenis
Kelurahan sampah sangat pengumpulan data nya

Sayang-Sayang
Kecamatan
Cakranegara Kota

Mataram Tahun

diharapkan
karena dapat
mendukung
kelestarian dan

kesehatan

pun menggunakan
wawancara atau terjun
langsung ke lapangan
dan bertemu masyarakat.

Perbedaan:




2021 (Suriyadi,
2022)

lingkungan.
Partisipasi
masyarakat
dapat berbentuk
seperti
mempertinggi
manajemen
sampah di
Lingkungan
Kelurahan
Sayang-sayang,
Kecamatan
Cakranegara,
Kota Mataram
yang meliputi
kontribusi
berupa
partisipasi

masyarakat.

.Dalam skripsi Suriyadi,
dijelaskan tentang
partisipasi masyarakat
yang berbentuk berupa
pengelolaan sampah
yang dilaksanakn di
Lingkungan Kelurahan
Sayang-sayang,
Kecamatan Cakranegara,
Kota Mataram pada
tahun 2021, serta upaya-
upaya untuk
meningkatkannya
dibandingkan dengan
sebelumnya. Penelitian
ini juga mengidentifikasi
sebab dari penghambat
yang menggangu
partisipasi masyarakat
pada upaya pengelolaan
sampah di kawasan
tersebut pada tahun
2021.

Sementara itu, penelitian
saya akan membahas
politik hukum dalam
pengelolaan sampah
dengan perspektif
pembangunan

berkelanjutan.




G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Analisis yang dilaksanakan penulis ialah analisis hukum yang bersifat
yuridis empiris, yaitu tipe penelitian yang melihat hukum dari perspektif di luar
ilmu hukum itu sendiri.°
Penelitian ini adalah sebuah pemecahan masalah terkait tema yang diangkat,
dijelaskan dengan gambaran keadaan objek penelitian sesuai fakta yang ada
dilapangan. penelitian ini terfokus pada pengeksplorasian peristiwa atau kasus
yang akan di teliti, yang tujuan nya untuk mendapatkan penjelasan yang
mendalam.
Peneliti berharap dapat menyajikan informasi-informasi kualitatif melalui
deskripsi analisis yang mendetail dan penuh makna.
2. Pendekatan Penelitian

Pada analisis ini menerapkan metode penelitian yang meliputi:
Pendekatan Sosiologi

Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan
masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial
lainnya yang saling berkaitan.” Pendekatan sosiologi ialah salah satu metode
pendekatan yang dipergunakan untuk memperhatikan sesuatu dengan
mempertimbangkanya dari aspek sosial kemasyarakatan, bahwa ada
hubungan yang timbul di masyarakat efektif pada sesuatu yang berkait
dengan pokok pembahasan.

Tujuan utama pendekatan sosiologis adalah untuk memahami pola-pola

interaksi sosial, struktur sosial, dan bagaimana masyarakat berfungsi serta

5 “Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal", Jurnal Sains Dan Seni Its, Vol. 6, 2017,
Http://Repositorio.Unan.Edu.Ni/2986/1/5624.Pdf%0ahttp://Fiskal. Kemenkeu.Go.Id/Ejournal %0ahttp://Dx.
Doi.Org/10.1016/J.Cirp.2016.06.001%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Powtec.2016.12.055%0ahttps://Doi.O
rg/10.1016/J.Jjfatigue.2019.02.006%0ahttps://Doi.Org/10.1.

7 M. Arif Khoiruddin, “Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam,” Pendekatan Sosialogi Dalam Studi
Islam 25, No. September (2014): 393—408.
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mengidentifikasi masalah sosial, menganalisis penyebabnya, dan mencari

solusi yang tepat.

3. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diterapkan pada analisis ini yakni:

a) Data Primer

.

2).

Data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Adi Setiawan

selaku Ketua dinas lingkungan hidup Kota Pekalongan pada Tanggal 6

Mei 2025 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Tujuan

melakukan wawancara adalah untuk mendapatkan kedalaman suatu

kasus yang konteksnya social dengan mengutamakan interaksi

komunikasi oleh peneliti dengan kasus yang di teliti.

Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan studi yang

dilakukan merupakan bagian utama dari konten hukum ini, ialah:

1. ”Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ii.  “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sampah”.

iii.  “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”.

iv.  “Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kota Pekalongan”.

v.  “Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan

Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah”.
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b) Data Sekunder
Data yang didapatkan yaitu berupa Bahan Hukum. Bahan hukum
yang digunakan dalam penelitian ini mencakup asas-asas atau teori-teori
hukum yang diambil dari sumber bacaan hukum, artikel akademis, atau
informasi dari situs web yang relevan. Bahan hukum ini berfungsi untuk
memberikan konteks dan gambaran mengenai Data primer. Dengan
hadirnya bahan hukum ini, peneliti mampu mendalami lebih perihal Data
primer, seperti buku, jurnal, artikel, serta tulisan terkait lainnya.
4. Teknik pengumpulan data
Perolehan data yang diterapkan penulis dengan mengaplikasikan teknik
wawancara serta dokumentasi dengan berkomunikasi langsung bersama
responden di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Wawancara
merupakan suatu teknik mengumpulkan data dengan cara langsung melalui
interaksi tatap muka antara pewawancara dan narasumber atau sumber data,
di mana prosesnya melibatkan sesi tanya jawab.® Sedangkan Dokumentasi
adalah metode mengumpulkan data yang dilaksanakan melalui pencarian
dan perolehan informasi dari sumber-sumber data yang sudah ada atau yang
telah terdokumentasi sebelumnya.’
5. Metode analisis
Metode analis yang diterapkan dalam mengolah sumber data ini ialah
metode analisis deskriptif kualitatif dengan interaktif model dimana suatu
analisis hukum yang didasari dari hasil wawancara dengan informan maupun
responden dan pada bahan pustaka, analisis ini dilaksanakn dengan tujuan
memperoleh olah data yang tepat serta dibutuhkan pada penelitian yang
kemudian disajikan dalam bentuk kalimat penjelasan. Sedangan penelitian

hukum yuridis empiris merupakan suatu strategi penelitian yang mana

8 Erga Trivaika And Mamok Andri Senubekti, “Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi
Berbasis Android”, Nuansa Informatika 16, No. 1 (2022): 3340,
Hittps://Doi.Org/10.25134/Nuansa.V16i1.4670.

° Yoki Apriyanti, Evi Lorita, And Yusuarsono Yusuarsono, “Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat
Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”, Profesional:
Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik 6, No. 1 (2019),
Https://Doi.Org/10.37676/Professional . V6i1.839.
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peneliti melakukan penyelidikan terhadap suatu fenomena dalam kehidupan
individu atau kelompok. Dalam pendekatan ini, peneliti mengumpulkan
cerita atau pengalaman dari individu atau kelompok, dan kemudian

menyajikan informasi tersebut dalam bentuk kronologi deskriptif.'°

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini disusun dalam 5 bab, yang setiap sub-bab
membahas secara mendetail tentang penelitian ini, sehingga keseluruhan
pembahasannya bersifat komprehensif.

BAB I PENDAHULUAN, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat, kerangka teori, penelitian terkait, metodologi penelitian, serta seluruh
sistematika penulisan dijelaskan secara menyeluruh dalam bab ini.

BAB II LANDASAN TEORI, menjelaskan tentang Socio Legal Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.

BAB III HASIL PENELITIAN, Bab ini mengutamakan temuan utama dari
penelitian yang akan menjadi pembahasan pokok yaitu Socio Legal Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN, bab ini akan menganalisis rumusan
masalah mengenai Socio Legal Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun
2020 Tentang Pengelolaan Sampabh.

BAB V PENUTUP memuat kesimpulan yang merangkum hasil akhir dari
analisis, mengacu pada rumusan masalah, tujuan penelitian, serta analisis dari bab-
bab sebelumnya. Bagian saran di dalamnya berisi rekomendasi bagi pembaca untuk
mempertimbangkan informasi yang telah disampaikan dan memanfaatkan temuan
tersebut, serta memberikan usulan untuk pengembangan kajian penelitian di masa

depan.

19 Muhammad Rusli, Dinas Pendidikan, And Luwu Timur, “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar /
Deskriptif Dan Studi Kasus,” 2014, 1-13.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat masih menghadapi berbagai kendala,
terutama pada aspek penegakan hukum dan partisipasi publik. Implementasinya
penegakan hukum di Kota Pekalongan mengenai pengelolaan sampah masih lemah,
baik dari sisi pengawasan, sanksi bagi pelanggar, maupun dari konsistensi
pelaksanaannya oleh pihak berwenang. Kesadaran Masyarakat Kota Pekalongan
juga masih sangat rendah dan tidak sedikit yang membuang sampah di pinggir jalan
tanpa adanya perasaan bersalah karena sudah melanggar aturan.

Akibat hukum dari pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan Perda No. 7
Tahun 2020 di Kota Pekalongan mencakup hilangnya kepastian hukum akibat
kelalaian pemerintah, munculnya ketidakadilan dalam penggunaan anggaran dan
lemahnya penegakan regulasi, serta berkurangnya kemanfaatan hukum yang
berdampak pada kerusakan lingkungan, terganggunya capaian tujuan pembangunan,

dan potensi konflik sosial maupun gugatan hukum dari masyarakat.

B. Saran

1. Penelitian ini memberikan bukti empiris yang mendukung teori hukum
lingkungan dalam kontkes pengelolaan sampah. Namun, ada beberapa aspek
teori yang perlu dikaji lebih mendalam, seperti aspek penegakan hukum.
Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada pengembangan teori ini dengan
mempertimbangkan temuan penelitian ini.

2. Teori hukum lingkungan dalam peneletian ini terbukti relevan dalam
menganalisis implementasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Namun,
untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar teori yang digunakan dapat

dikembangkan atau dikombinasikan dengan pendekatan teori lainnya.
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